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KATA PENGANTAR 
 

 
 Segala puja dan puji dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, kami dapat menyusun Standar Nasional Pendidikan Politeknik Kesehatan 
Denpasar.  

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan beserta jajarannya yang telah memacu dan memberikan 

dorongan kepada Politeknik Kesehatan Denpasar dalam membangun Sistem Penjaminan 
Mutu. 

2. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar memberikan kepercayaan dan dukungannya 
kepada kami dalam menyusun Standar Nasional Pendidikan ini. 

3. Prof. Tirza Hanum selaku narasumber yang dengan sabar telah memberikan 
pendampingan kepada kami selama ini. 

4. Senat Politeknik Kesehatan Denpasar yang telah berkenan membahas Standar ini dalam 
Sidang Pleno. 

5. Seluruh civitas akademi Politeknik Kesehatan Denpasar yang ikut memberikan 
kontribusinya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

 
 Semoga standar nasional pendidikan ini dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan 
mutu pendidikan di Politeknik Kemenkes Denpasar. Untuk kesempurnaan standar ini, kami 
mohon kritik dan saran yang membangun.  
 
 

Denpasar, 8 Maret 2017 
 

Tim Penyusun 
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A.   PENDAHULUAN 

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang 
mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh Direktorat dan Jurusan/Program Studi yang ada di Politeknik Kesehatan Denpasar.  
Standar pendidikan terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan 
unit/urusan/jurusan/program studi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berisi tentang pernyataan kualitatif 
dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana 
penjaminan mutu di seluruh unit kerja Politeknik Kesehatan yang mencakup 8 (delapan) 
standar wajib minimal Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam PP No. 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan bahwa setiap satuan 
pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. 
Selain 8 (delapan) standar minimal SNP, Politeknik Kesehatan Denpasar menetapkan 3 (tiga) 
standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis yang tertuang dalam Kebijakan SPMI 
Politeknik Kesehatan Denpasar. 
 
1.   Maksud danTujuan 

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Denpasar. Acuan dasar tersebut meliputi 
kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi 
di Politeknik Kesehatan Denpasar agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan 
pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Politeknik 
Kesehatan Denpasar.  

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan 
dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi/Jurusan dan Direktorat dalam 
upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu 
tercipta di Politeknik Kesehatan Denpasar. 

Penetapan Standar SPMI ini bertujuan agar Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 
bisa secara bertahap meningkatkan mutunya, baik dari segi akademik maupun non akademik, 
sehingga cepat atau lambat Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar akan bisa mencapai 
visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. 

2.  Ruang Lingkup  
 Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kermenkes Denpasar mencakup: 

a. Standar kompetensi lulusan 
b. Standar isi  pembelajaran   
c. Standar proses pembelajaran  
d. Standar penilaian pembelajaran 
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
f. Standar prasarana dan sarana pembelajaran 
g. Standar pengelolaan pembelajaran 
h. Standar pembiayaan pembelajaran 
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3.  Landasan hukum 

a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
c. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
e. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi 
f. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) 
g. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan 

Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, 
ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa 

i. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi 

j. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 
Tinggi 

k. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan 
Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

l. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 
m. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 
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1. Visi Misi dan 
     tujuan PT 

Visi :  
Menjadi institusi pendidikan tingggi kesehatan yang bermutu internasional, 
professional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 
2030 
Misi: 
1. meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berasaskan budaya dan kesehatan pariwisata 
2. menignkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang kesehatan 
3. mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan 

lokal 
4. meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan luar 

negeri 
 
2. Defisini Istilah 
 

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi  kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dinyatakan dalam  rumusan capaian pembelajaran 
lulusan.  

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab 
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

 
3. Rasional Standar 

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (learning 
outcomes) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus 
dirumuskan sebaik baik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat (stakeholder).  Untuk itu, dibutuhkan Standar 
kompetensi lulusan yang akan menjadi rujukan, pedoman dan petunjuk dalam 
kegiatan merumuskan kompetensi lulusan.   Dengan adanya standar kompetensi 
lulusan ini diharapkan proses perumusan akan mudah, dan rumusan capaian 
pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada 
pergantian kepemimpinan PT. 

 
4. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam  rumusan capaian 
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud  pada definisi digunakan 
sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 
pembelajaran, standar penilaian  pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,  

    standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan. 
2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:  

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan 
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 

3. Sikap, merupakan perilaku 
benar dan berbudaya sebagai  hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan 
norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 
pembelajaran kerja mahasiswa, penelitian, pengalaman kerja mahasiswa, 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 
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4. Pengetahuan, merupakan penguasaan teori dan metode (DIII), serta falsafah 
(DIV) di bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui 
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, peneli-
tian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

5. Keterampilan,  merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 
menggunakan teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh 
melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum  

           yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program Diploma 
dan jenis pendidikan tinggi, dan  

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja  khusus  yang wajib 
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang keilmuan program studi 
Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, 
Gizi, dan Analis Kesehatan serta keilmuan kesehatan lainnya 

6. Pengalaman  kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir(6) berupa 
pengalaman dalam kegiatan di bidang Keperawatan, Kebidanan, 
Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Gizi, dan Analis Kesehatan serta 
keilmuan kesehatan lainnya  pada jangka waktu  minimal satu 
bulan,  berbentuk magang mandiri, kerja praktik, dan praktik kerja lapangan. 

7. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian 
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir 
(6) huruf a, untuk tingkat program diploma III dan IV Politeknik Kesehatan 
Denpasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang SN DIKTI. 

8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud  pada  
      butir (4) dan (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang SN DIKTI  
9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari 

capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: 
forum program studi diploma III dan IV Politeknik Kesehatan Denpasar    

10. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang merupakan satu 
kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur 
Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. 

11. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis. 

12. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan 
rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud butir (1) 
diatur mengikuti aturan yang berlaku. 

13. Program Studi merumuskan kompetensi lulusan mengacu pada KKNI 
dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan 
kelompok ahli yang relevan 
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14. Kompetensi lulusan program studi terdiri atas 
a. Kompetensi utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki 

lulusan Prodi yang membedakannya dengan lulusan Prodi lain. 
b. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang harus dimiliki lulusan 

agar dapat melaksanakan kompetensi utama dengan baik. 
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi 

utama. 
15. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

mengandung elemen kompetensi yang terdiri atas:  
a. landasan kepribadian 
b. penguasaan ilmu, teknologi dan seni 
c. kemampuan dan ketrampilan berkarya 
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 

ilmu, teknologi dan seni yang dikuasai 
e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian berkarya 
16. Kompetensi  Dasar 

a. Program studi wajib merumuskan kompetensi atau learning outcomes 
lulusannya dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan 
forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan 
pemangku kepentingan. 

b. Kompetensi lulusan program studi terdiri dari kompetensi umum, 
kompetensi utama, dan kompetensi khusus. Kompetensi umum dicapai 
melalui mata kuliah umum, Kompetensi utama sebagai penciri program 
studi, dan kompetensi khusus sebagai penciri Poltekkes yang sesuai 
dengan visi dan misi Poltekkes Denpasar dicapai melalui mata kuliah 
keahlian. 

 
Standar PT: 
Kompetensi Ketrampilan Khusus meliputi: 
Diploma III 
Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode 
 
Diploma IV 
Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan 
menyelesaikan masalah. 

5. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes 
2. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan Jurusan dan atau Prodi 
3. Dosen , tenaga kependidikan, mahasiswa 

 
6. Strategi 

Pelaksanaan 
Standar 

 
a. Pimpinan PT menetapkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan (yang 

dinyatakan sebagai capaian pembelajaran /learning outcomes)  sebagai 
rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan 
setiap program studi 

b. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada rumusan standar 
kompetensi lulusan 
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c. PT menjadikan Rumusan  Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai rujukan 
dalam penyusunan kurikulum Progran Studi  

d. PT menjadikan Rumusan  Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai rujukan 
dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana 
Pembelajaran Semester 

e. PT menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi capaian pembelajaran 
lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah bagi dosen pengasuh mata 
kuliah 

f. PT merencanakan strategi/metode pembelajaran untuk memenuhi 
kompetensi lulusan 

g. PT melengkapi sarana prasarana pembelajaran agar mendukung pencapaian 
kompetensi lulusan 

h. PT mempersiapkan instrumen monev dan audit untuk menjamin mutu 
pencapaian rumusan kompetensi dan pencapaian indikator kinerja  

i. PT membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan 
dunia usaha. 

j. PT memberikan materi soft skill pada mahasiswa. 
 

7. Indikator  
ketercapaian 
Standar 

a. Tersedianya rumusan kompetensi lulusan Prodi yang memenuhi Standar 
Kompetensi Lulusan yang  dinyatakan dalam learning outcomes 

b. Tersedianya kurikulum Pendidikan Tinggi Politeknik Kesehatan Denpasar 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi 

c. Pencapaian kompetensi lulusan mata kuliah yang ditunjukkan oleh 
kesesuaian evaluasi dengan learning outcome mata kuliah >> 76%  

d. Jumlah lulusan tepat waktu 100% 
e. IPK rata rata lulusan 3.00 
f. Masa tunggu rata rata lulusan mendapat pekerjaan pertama  adalah 0 - 6 

bulan 
g. Presentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai dengan  program studi 

80% 
h. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi 
i. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran yang 

berorientasi pada pencapaian kompetensi mata kuliah rata rata baik 
j. Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana 

prasarana pembelajaran rata rata baik 
8. Dokumen 

terkait  
a. Dokumen kurikulum dan RPS  
b. Manual penyusunan kurikulum dan RPS 
c. Instrumen audit (borang/cek list) kompetensi lulusan 
d. Arsip kinerja pembelajaran mahasiswa (IPK, masa studi,   masa tunggu 

pekerjaan pertama, hasil tracer study dll) 
e. Peraturan Akademik 
f. Standar Suasana Akademik 
g. Standar Sarana dan Prasarana 
h. Standar Penilaian 

9. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
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Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan 

Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan 
Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Perguruan Tinggi 

11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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5. Visi Misi 
dan tujuan 
PT 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

 
Misi 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 
yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 
pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri  
 
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

6. Definisi 
Istilah 

 

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran 

2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi 
bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran 
yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada program Diploma pendidikan 
vokasi. 

3. Pimpinan adalah Direktur Poltekkes Denpasar beserta para Pembantu 
Direktur, Ka. Sub. Bag dan Ketua Jurusan 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 
internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan 
akumulasi pengalaman kerja 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka 
penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 
berbagai sektor. 

6. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan 
mahasiswa untuk untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 
sampai doktor terapan.  

7. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang 
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah  atau sederajat untuk 
mengembangkan ketrampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu 
pengetahuan dan/ atau teknologi. Direktorat adalah penyelenggara 
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pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
8. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Direktorat. 
9. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan sebagai unit 
pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan 
akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan 
dan Doktor Terapan. 

 
7. Rasional 

Standar 
         Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 

Arus informasi pada era globalisasi membuat dinamika berkehidupan 
bermasyarakat serta berbangsa terus berkembang, baik dalam skala lokal, 
regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam 
sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Keinginan tersebut 
dimunculkan dalam Visi, Misi serta Tujuan sistem Pendidikan Tinggi di 
Poltekkes Denpasar. 

Untuk mencapai Visi dan Tujuan tersebut, Poltekkes Denpasar 
mewujudkan misi pelayanan tri darma perguruan tinggi yang profesional 
serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari 
stakeholders atau masyarakat umum.  Untuk mengatasi dinamika kebutuhan 
dunia pendidikan tersebut, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, 
pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan 
permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya 
bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan 
tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar dapat 
mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi 
lanjut.  
Poltekkes Denpasar menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur 
bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung 
jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau 
pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Poltekkes Denpasar 
memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum, dan 
kalender akademik. 

 
8. Pernyataan 

Isi Standar 

 
1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran  setiap program  

studi    harus  mengacu pada  capaian pembelajaran lulusan. 
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran     untuk setiap pro

gram pendidikan, dirumuskan harus mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan dari KKNI (Program Diploma tiga Level 5 dan 
Program Diploma empat Level 6) 

3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus  dirinci dalam bentuk 
beragam mata kuliah yang terintegrasi secara utuh sesuai capaian 
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pembelajaran dalam kurikulum program studi dan disesuaikan dengan 
karakteristik program vokasi 

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran  
     bersifat kumulatif    dan atau integratif. 
5.Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus  dituangkan 

dalam  bahan kajian yang distrukturkan  dalam  bentuk mata  kuliah. 
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran  sebagai berikut: 

a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai  konsep           
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan  tertentu secara umum; 

b. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling 
sedikit menguasaikonsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
 tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan dan  teoritis bagian khusus dalam  bidang pengetahuan 
dan keterampilan tersebut secara mendalam 

7. Semua pimpinan di lingkungan Poltekkes Denpasar ikut terlibat dalam 
perencanaan penetapan kurikulum sesuai dengan tingkatannya:  
a. Ketua Prodi mengusulkan kurikulum, beban studi yang akan 

digunakan kepada Ketua Jurusan 
b. Ketua Jurusan mengusulkan penetapan kurikulum yang akan 

digunakan oleh Prodi kepada Direktur  
c. Direktur bersama senat menetapkan kurikulum Prodi setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Pembantu Direktur Bidang 
Akademik. 

8. Kerangka Dasar dan Struktur 
a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum Poltekkes Denpasar 

dikembangkan untuk setiap prodi dengan melibatkan organisasi 
profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang 
relevan, melalui forum program studi sejenis (Forum Direktur 
Poltekkes, Forum Ketua Jurusan). 

b. Kerangka dasar Kurikulum Poltekkes Denpasar berbasis kompetensi, 
yang merupakan rambu dalam penyusunan muatan kurikulum dan 
silabus pada setiap program studi 

c. Struktur kurikulum untuk mengembangkan kompetensi lulusan 
merupakan komposisi mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian 

9. Kurikulum Poltekkes Denpasar dilaksanakan atas dasar prinsip: 
a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 

kondisi Mahasiswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 
dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 
mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.  

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, 
yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar 
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untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar 
untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar 
untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses 
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.  

c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan Mahasiswa mendapat 
pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan 
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi Mahasiswa 
dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi 
Mahasiswa yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, 
dan moral. 

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan Mahasiswa dan 
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan 
hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, 
ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, 
di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan 
contoh dan teladan).  

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 
memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 
belajar, dengan berlandaskan Tri Hita Karana (mempelajari 
keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia, 
dan antara manusia dengan lingkungannya). 

f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, 
sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan 
pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata 
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan 
dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok 
dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 

10. Program studi menerapkan sistem kredit paket atau sistem blok, dan 
mahasiswa wajib menempuh mata kuliah sesuai dengan jumlah sks 
yang ditawarkan per semester. 

11. Kalender Akademik 
a. Alokasi Waktu 
    Semester adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan efektif di 

Poltekkes Denpasar selama 14 minggu, ditambah 2-3 minggu untuk 
kegiatan penilaian dan 3 minggu kegiatan lainnya. 

b. Kalender akademik Poltekkes Denpasar  meliputi ketetapan:  
1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) 

a) Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) 
b) Jalur Uji Tulis 
c) Jalur Gakin  

2) Registrasi 
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a) Mahasiswa lama 
b) Mahasiswa baru 

3) Pengenalan Program Studi (PPS) 
4) Kegiatan belajar mengajar: 

a. Penentuan awal dan akhir tahun ajaran, dengan 
mempertimbangkan ujian akhir peserta didik pada jenjang 
pendidikan menengah dan seleksi masuk Poltekkes Denpasar. 

b. Minggu efektif satu tahun ajaran meliputi jumlah minggu 
untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu :  
1) Semester ganjil: Agustus - Januari 
2) Semester genap: Pebruari – Juli. 

c. Libur 
5) Libur nasional:  

o Hari Kemerdekaan RI,  
o Isra’ Mi’raj  Nabi Muhammad saw,  
o Maulud Nabi Muhammad saw, 
o Idul Fitri,  
o Idul Adha,  
o Tahun Baru Hijriah,  
o Tahun Baru Masehi,  
o Hari Raya Nyepi, 
o Hari Natal,  
o Hari Raya Imlek,  
o Hari Raya Waisak, 
o Wafat Isa Almasih, 
o Kenaikan Isa Almasih, 
o Hari Buruh 

6) Libur keagamaan :  
o Hari Raya Pagar Wesi,  
o Hari Raya Sarawati,  
o Hari Raya Galungan dan Kuningan, 
o Hari Raya  Siwa Ratri,  
o Tawur Agung ke Sanga,  
o Ngembak Geni 

7)  Libur khusus: 
8)  Cuti bersama, pemilihan  umum  (Pemilu) 

 
9. Pihak yang 

bertanggung 
jawab 

1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Sub bag, 
Urusan, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Unit Perencanaan dan Informasi 

2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua 
Prodi, Administrasi Pendidikan, dan Sub UPM 

10. Strategi 1. Menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran masing-
masing program studi 
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2. Mengevaluasi hasil capaian pembelajaran pada akhir program/uji 
kompetensi 

3. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normatif 
yang mengatur tentang kurikulum perguruan tinggi, waktu perkuliahan 
untuk perguruan tinggi sebagai bahan penyusunan kalender akademik, 
dan melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku 
kepentingan (stake holder) perguruan tinggi, untuk memperoleh 
masukan tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan 
Poltekkes Denpasar.  

4. Pimpinan harus memeriksa dan mencatat apakah fakta di lapangan 
benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar isi. 
Apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ ketidaksesuaian antara apa 
yang terjadi di lapangan dengan isi standar, Pimpinan segera mengambil 
langkah koreksi. 
 

11. Indikator 
Kinerja 

1. Jumlah kelulusan mata kuliah > 90% 
2. Jumlah kelulusan uji kompetensi >80% 

 

12. Dokumen 
Terkait  

1. SOP Uji Kompetensi 
2. SOP Ujian Tengah dan Akhir Semester 
3. SOP Ujian Akhir Program 

13. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 
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11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1. Visi, Misi 
dan Tujuan 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 

 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

 
Misi 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang 
kesehatan yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  
dan  kesehatan pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang 
kesehatan  

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
berbasis kearifan lokal 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam 
dan di luar negeri  

Tujuan 
1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas 

dan bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja 
global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan 
pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2.  Definisi 
Istilah 

 

1. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 
Lulusan. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian, 
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi 

3. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta 
didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan yang diharapkan dicapai. 

4. Pembelajaran adalah kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk 
mencapai kompetensi yang ditetapkan. 

5. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif. 

6. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan 
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan 
beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan 
beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. 

7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana 
pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen untuk 
setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok 
keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 
program studi. 



24 
 

8. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait 
proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua 
mahasiswa selama perkuliahan 

9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 
pengajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, 
materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 
belajar.  

10. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang diajukan untuk membangkitkan motivasi dan 
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpatisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. 

11. Kegiatan Inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 
dasar 

12. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 
atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut. 

13. Belajar mandiri adalah kegiatan atas prakarsa sendiri dalam 
menginternalisasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan, tanpa tergantung 
atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain. 

14. Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik 
secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari 
suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan 
(reference) 

15. Kuliah tatap muka terjadwal adalah adalah kuliah tatap muka terjadwal 
dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar 
ceramah atau diskusi. 

16. Pembelajaran terstruktur adalah kegiatan pembelajaran diluar kelas 
yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, 
tetapi tidak dijadwalkan secara regular oleh institusi pendidikan tinggi. 
Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk 
dikerjakan oleh individu atau kelompok.  

17. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi 
dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari Prodi di 
Poltekkes lain. 

18. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar 
mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan 
teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian 
mata kuliah tertentu. 

3. Rasional 
Standar 

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
pelaksanaan pembelajaran program studi untuk  
memperoleh  capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran 
diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran.  Standar proses mencakup: 
a. karakteristik proses pembelajaran; 
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b. perencanaan proses pembelajaran; 
c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 
d. beban belajar mahasiswa 
e. Monitor dan  evaluasi 
Dengan tersedianya Standar Proses Pembelajaran, diharapkan capaian 
pembelajaran dari setiap mata kuliah dalam kurikulum dapat dicapai, proses 
pembelajaran dapat terlaksana secara terarah dan dapat disempurnakan 
secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan 
pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan pembelajaran 
secara tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan.   

 
4.  Pernyataan 

Isi Standar 
Karakteristik Proses Pembelajaran 

 
1. Karakteristik proses pembelajaran bersifat 

interaktif,  holistik,  integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 
kolaboratif, tuntas, dan berpusat pada mahasiswa.  
a. Interaktif  menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa 
dan dosen. 

b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya 
pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi 
keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 

c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 
proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program 
melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 
proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 
tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan 
kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
kebangsaan. 

e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 
kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan 
program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 
pendekatan transdisiplin. 

g. Efektif  menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara 
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 
benar dalam kurun waktu yang optimum. 

h. Kolaboratif  menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar 
individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

i. Tuntas menyatakan pembelajaran tuntas yang dilakukan oleh mahasiswa 
dalam proses pembelajaran sampai mendapatkan nilai minimal untuk lulus 
mata kuliah. 

j. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran 
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 
menemukan pengetahuan.  
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Perencanaan Proses Pembelajaran 
1. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi/ heregistrasi sesuai 

administrasi keuangan yang ditetapkan oleh Poltekkes Denpasar 
2. Mahasiswa baru wajib mengikuti Program Pengenalan Studi (PPS) 

sampai dinyatakan lulus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 
3. Ketua Jurusan/Program Studi bersama sama dosen merencanakan 

perkuliahan semester termasuk mengevaluasi pembelajaran satu tahun 
sebelumnya, dan menyusun penanggungjawab dan tim mata kuliah 
selambat-lambatnya satu bulan sebelum semester dimulai yang 
ditunjukkan oleh berita acara rapat. 

4. Ketua Jurusan/Ketua Program studi wajib menyusun perencanaan 
akademik untuk satu tahun ajaran sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh Poltekkes Denpasar.  

5. Ketua Jurusan/Program Studi menerbitkan jadwal perkuliahan dan 
praktikum sesuai dengan format yang disepakati. 

6. Dosen penanggungjawab mata kuliah dan tim dosen melaksanakan 
rapat koordinasi perencanaan perkuliahan selambat-lambatnya dua 
minggu sebelum perkuliahan dimulai. 

7. Dosen penanggungjawab mata kuliah dan tim menyusun Silabus, RPP, 
Kontrak Perkuliahan,dan Rancangan Tugas untuk pencapaian standar 
kompetensi mata kuliah.K, kontrak kuliah ditandatangani oleh Dosen PJ 
dan perwakilan mahasiswa. 

8. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk  setiap mata kuliah 
dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 

9. Rencana  pembelajaran semester (RPS), ditetapkan dan dikembang-
kan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 
suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau  teknologi 
dalam program studi. 

10. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit  memuat: 
a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah semester, sks, 

nama, sks,  nama dosen pengampu; 
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

utk memenuhi  capaian pembelajaran lulusan; 
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 
e. metode pembelajaran; 
f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran; 
g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 
i. daftar referensi yang digunakan. 

7.  Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau  dan disesuaikan 
dengan perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun 

8. Kontrak kuliah meliputi:  identitas mata kuliah, manfaat mata kuliah, 
deskripsi mata kuliah, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 
indikator, organisasi materi, pendekatan dan strategi pembelajaran, 
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sumber belajar, tugas, penilaian dan kriteria penilaian, tata tertib 
perkuliahan. 

9. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim membuat hand out/ buku 
ajar dan atau penuntun praktikum. 

10. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim menyiapkan sumber 
belajar seperti buku, akses informasi, hasil karya penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

11. Ketua Jurusan /Ketua Program Studi menyiapkan formulir administrasi 
perkuliahan seperti 1) kehadiran mahasiswa, 2) berita acara materi 
pembelajaran, 3) berita acara rapat koordinasi tim dosen akhir semester 
(evaluasi perkuliahan semester lalu dan tindak lanjut peyempurnaan), 4) 
berita acara perencanaan proses pembelajaran (tindak lanjut kerja 
semester yang akan berjalan), 5) formulir NA termasuk pembobotan 
dan presentase sebaran nilai 6) formulir/ borang evaluasi kinerja dosen 
dan kinerja proses pembelajaran. 

12. Ketua jurusan/ Prodi mempersiapkan sarana pembelajaran seperti audio 
visual, daftar nama mahasiswa. 
 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 
belajar  tertentu. 

2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai 
Rencana Pembelajaran Semester   (RPS) dengan karakteristik sebagaim
ana dimaksud dalam butir (1) yang dituangkan dalam kontrak 
perkuliahan. 

3. Kontrak perkuliahan disusun oleh dosen secara mandiri dan atau dengan 
tim, minimal memuat  
a. nama MK, kode, beban studi, penempatan, prasyarat, pengampu,  
b. Deskripsi MK, 
c. Capaian pembelajaran, 
b. Bahan kajian, 
c. Metode pembelajaran, 
d. Waktu pembelajaran, 
e. Kriteria, indikator  
f. Bobot penilaian, 
a. Reference, 
g. Tugas, 
h. Tata tertib, 
i. Jadwal perkuliahan  

4. Proses   pembelajaran   yang   terkait   dengan   penelitian mahasiswa  
wajib mengacu pada Standar Penelitian Poltekkes Denpasar. 

5. Proses pembelajaran  yang terkait  dengan pengabdian  kepada 
masyarakat oleh   mahasiswa  mengacu pada 
Standar Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Denpasar. 

6. Proses  pembelajaran  melalui  kegiatan  kurikuler  wajib dilakukan 
secara  sistematis   dan   terstruktur   melalui berbagai mata kuliah 
dan dengan beban sks  yang terukur. 
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7. Metode  pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan 
pembelajar- an  mata kuliah meliputi:  diskusi kelompok, simulasi, 
studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran  kooperatif,  pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 
berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain,yang dapat secara 
efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

8. Setiap  mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari 
beberapa metode pembelajaran (butir 7) dan diwadahi dalam suatu 
bentuk pembelajaran. 

9. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pd butir (8) dapat berupa:  
a. kuliah; 
b. responsi dan tutorial; 
c. seminar; dan 
d. praktikum (laboratorium, bengkel, lapangan, klinik) 

10. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir(8) bagi program 
pendidikan diploma empat dan program profesi wajib ditambah bentuk 
pembelajaran berupa penelitian. 

11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud butir 
(10) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam 
rangka pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman 
otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa 

12. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pd  butir (11) bagi program 
pendidikan diploma empat,  program profesi, wajib ditambah bentuk 
pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. 

13. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat 
merupakankegiatan  mahasiswa  dibawah  bimbingandosen dalam rang
ka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
 memajukan kesejahteraan 
masyarakat  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. 

14. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan urutan kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

15. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim mendiskusikan Kontrak 
Perkuliahan dengan mahasiswa pada awal perkuliahan. 

16. Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan metode 
pembela-jaran Student Centered Learning (SCL) berbasis Kompetensi 
yang tercantum pada RPP. 

17. Dosen menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang dan memotivasi mahasiswa untuk 
berpartisipasi aktif. 

18. Beban kerja dosen (BKD) paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 
sks/ semester yang mencakup kegiatan tri darma perguruan tinggi dan 
penunjang 

19. Setiap Dosen menerapkan budaya hospitality Poltekkes Denpasar dan 
keselamatan kerja (K3) dalam setiap proses pembelajaran. 

 
Beban Belajar Mahasiswa 
1. Beban belajar mahasiswa  dinyatakan dlm  besaran sks 
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 
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paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester 
dan ujian akhir semester. 

3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. 
4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 

a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, 
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus 
delapan)  sks; 

b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma  
empat / sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling 
sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 

c. paling  lama 3 (tiga) tahun akademik untuk  program profesi 
setelah   menyelesaikan program  sarjana, atau  program diploma 
empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling 
sedikit 24 (dua puluh empat) sks; 

d. paling lama 4 (empat) tahun  akademik untuk program magister, 
program  magister terapan, atau program spesialis, setelah 
menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/ sarjana 
terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga 
puluh enam) sks; atau  

e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, 
program  program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah 
menyelesaikan program  magister terapan, atau magister,  
program  magister  terapan,  atau    program spesialis, dengan 
beban belajar  mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks. 

f. program  profesi sebagaimana dimaksud pada point c diselengga-
rakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah 
dari program sarjana, atau program  diploma  empat/ sarjana 
terapan. 

5. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial 
terdiri atas: 
a. kegiatan tatap muka 50  (lima puluh) menit/ minggu/ semester; 
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit/ minggu/ 

semester; dan 
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh menit/ minggu/ semester; 

6. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 
yang sejenis, terdiri atas 
a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit/ minggu/ semester; dan 
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit/ minggu/ semester;. 

7. Satu sks pada proses  pembelajaran berupa praktikum, praktik bengkel, 
praktik lapangan, praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan / atau   proses  pembelajaran lain yang sejenis  
lain  yang  sejenis,  170 (seratus tujuh puluh) menit/ minggu/ semester. 

 

Pengawasan Proses pembelajaran: 
1. Ketua Jurusan/ Prodi memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, 

dan memperbaiki setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, 
kehadiran dosen dan materi pembelajaran 

2. Ketua Jurusan/Prodi melakukan evaluasi proses pembelajaran, minimal 
terhadap 30% mata kuliah pada akhir semester.  
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3. Ketua Jurusan/Prodi melakukan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa 
(EDOM) minimal oleh 30% mahasiswa di kelas.  

4. Setiap penanggung jawab/ pengampu mata kuliah melakukan upaya 
perbaikan sistem pembelajaran setiap tiga tahun sekali yang berkaitan 
dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi 
pembelajaran dan cara-cara evaluasi. 

5. Ketua Jurusan melakukan supervisi dan tindak lanjut hasil proses 
pembelajaran yang ditunjukkan oleh berita acara pelaksanaan. 

5. Pihak yang 
Bertanggung 
jawab  

1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes Denpasar 
2. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan Jurusan dan atau Prodi 
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa 

6.  Strategi 
pencapaian 
Standar 

1. Penyamaan persepsi di lingkungan Pimpinan Poltekkes Denpasar  
(Jurusan, Prodi) terhadap Standar Proses Pembelajaran 

2. Sosialisasi isi standar beserta indikator kinerja kepada segenap sivitas 
akademika, dan tenaga kependidikan dan Administrasi 

3. Pencantuman butir butir standar yang dianggap penting dalam 
peraturan akademik PT dan borang AMI 

4. Membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, 
dan dunia usaha. 

5. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran untuk dosen. 

6. Pemenuhan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana untuk memenuhi 
standar proses pembelajaran 

7. Perencanaan monev dan audit pembelajaran 
8. Tindak lanjut untuk mengatasi temuan monev dan audit  

7.  Indikator 
pencapaian 
Standar 

1. Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap pertemuan dengan 
RPS 

2. Kesesuaian materi evaluasi dengan learning outcomes 
3. Karakteristik proses pembelajaran yang sudah diterapkan 
4. Seluruh mata kuliah yang sudah ada silabus, RPS dan kontrak kuliah 
5. Jumlah mata kuliah dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 

100%. 
6. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap mahasiswa adalah 

3,00. 
7. Persentase kelulusan tepat waktu  > 75%  
8. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) adalah   

< 6%.  
9. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang  limiah, olah raga, 

maupun seni   
10. Tersedia layanan mahasiswa minimal lima dengan kualitas baik antara 

lain: Bimbingan dan konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), 
Pembinaan soft skill, Layanan beasiswa, Layanan kesehatan 

11. Pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara 
komprehensif  

12. Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, 
penggalangan, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring. 

13. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama < 
3 bulan 
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14. Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan > 80% 
15. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan 

akademik dan non-akademik program studi dalam bentuk: Sumbangan 
dana, Sumbangan fasilitas, Keterlibatan dalam kegiatan akademik, 
Pengembangan jejaring,dan Penyediaan fasilitas untuk kegiatan 
akademik dan non akademik 

16. Persentase mhs yang lulus m.k dengan nilai A dan B 
17. IPS  rata rata mahasiswa adalah ≥3,00 

8. Dokumen 
yang terkait 

1. Peraturan Akademik 
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 
3. Standar Kemahasiswaan, 
4. Standar Isi (Kurikulum), 
5. Standar Suasana Akademik, 
6. Standar Penilaian, 
7. Standar Kompetensi Lulusan, 
8. Standar Prasarana dan Sarana, 
9. Borang evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa 
10. Borang kinerja proses pembelajaran oleh Kajur 
11. Daftar Hadir, Formulir materi pembelajaran setiap pertemuan 
        Kontrak Kuliah, RPS, Berita acara evaluasi (UTS,UAS), Berita acara 

Penyerahan NA. 
12. Borang Audit Standar Proses Pembelajaran 

9. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 
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11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1. Visi, misi dan 
Tujuan 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 

 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

 
Misi 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 
yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 
pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri  
 
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2. Rasional 
Standar 

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 
a. prinsip penilaian; 
b. teknik dan instrumen penilaian; 
c. mekanisme dan prosedur penilaian; 
d. pelaksanaan penilaian; 
e. pelaporan penilaian; dan 
f. kelulusan mahasiswa. 

2. Standar yang sangat rinci ini penting ditetapkan karena melalui penilaian 
yang tepat dan efektif, tujuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.   

3. Standar penilaian ini ditetapkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa, dan satuan pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian dalam 
rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga 
kesehatan. 

 
 
3. Definisi 

Istilah 

 
1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa  agar 

mampu: 
2. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 
3. meraih capaian pembelajaran lulusan. 
4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada kesepakatan an
tara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas 
penilai dan yang dinilai. 
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6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai denganpr
osedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan 
dipahami oleh mahasiswa 

7. Prinsip transparan merupakan penilaian  yang prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

8. Observasi adalah proses  penilaian dengan cara mengamati dan mencatat 
secara sistematis terhadap tingkah laku mahasiswa 

9. Artisifasi adalah wujud dari peran serta mahasiswa dalam aktifitas proses 
belajar mengajar baik dalam perkuliahan di kelas (diskusi, seminar) 
maupun di lapangan ( PKL, PBL, PKK) 

10. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 
kegiatan mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan/tugas yang 
bertujuan untuk mengetahui apa yang mahasiswa ketahui dan apa yang 
mereka lakukan dalam bentuk prilaku/tindakan. 

11. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan mengutamakan jawaban 
mahasiswa secara tertulis. Jawaban mahasiswa dapat berupa pilihan 
jawaban, isian atau uraian jawaban 

12. Tes Lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan 
tanya jawab secara langsung antara pendidik dan mahasiswa. Penilaian 
lisan dapat berupa pertanyaan, wawancara, atau presentasi. 

13. Angket adalah alat pengumpul data secara tertulis yang berisi daftar 
pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk menggali dan 
menghimpun keterangan dan/atau informasi yang dibutuhkan. 

14. Portofolio adalah kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik 
yang disimpan pada suatu bundel. Kumpulan tersebut merupakan karya 
terpilih dari mahasswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 
Portofolio adalah sampel dari pekerjaan mahasiswa yang dihasilkan dari 
kegiatan praktik lapangan sebagai dokumentasi dari perkembangan 
belajarnya dari waktu ke waktu. Sampel ini dikumpulkan secara sistematis 
sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 

15. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 
prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. 

16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 

17. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh dosen yang 
dilakukan secara berkesinambungan guna memantau proses, kemajuan, 
dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian. 

18. Penilaian oleh jurusan/prodi yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan 
pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi 
lulusan untuk semua mata kuliah 

19. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti 
secara sistematis pembuatan keputusan tentang perilaku mahasiswa 
berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

20. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 
untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan 
belajar mahasiswa. 
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21. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 
mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu 
kompetensi dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.  

22. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah 
melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian 
meliputi seluruh indikator yang direpresentasikan seluruh KD atau Sub 
Kompetensi pada periode tersebut. 

23. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen 
untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. 
Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang mereprensentasikan 
seluruh KD atau Sub Kompetensi  pada semester tersebut. 

24. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
jurusan/ prodi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya tulis 
ilmiah. 

25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokuman resmi sebagai  bukti sah 
tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks 
prestasi dalam semester. 

26. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti sah 
tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf 
serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan. 

27. Putus studi (Drop Out) adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap 
mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya 
sebagai mahasiswa. 

 
4. Pernyataan 

Isi Standar 

 
Prinsip Penilaian 

Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. 

Teknik dan Instrumen Penilaian 
1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan, dan angket. 
2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam  bentuk  rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalambentuk portofolio atau karya desain, cek 
list. 

3. Penilaian sikap menggunakan teknik penilaianobservasi. 
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan 

khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai 
teknikdan instrumen penilaian   

5. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik 
dan instrument penilaian yang digunakan. 

6. Instrumen (soal ujian) setiap mata kuliah harus sesuai denga blue 
print/kisi-kisi soal. 

 
Mekanisme dan Prosedur Penilaian 
1. Mekanisme penilaian harus terdiri atas: 

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 
kriteria,  indikator,  dan  bobot penilaian  antara  penilai  dan  yang  
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dinilai sesuai dengan  rencana  pembelajaran; 
b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 

teknik,  instrumen,  kriteria,  indikator,  dan  bobot  penilaian yang 
memuat prinsip  penilaian 

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan 
hasil  penilaian  kepada mahasiswa; 

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil 
belajar  mahasiswa   secara  akuntabel  dan transparan. 

 
2. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian 
hasil  observasi, dan  pemberian nilaiakhir. Prosedur penilaian pada tahap 
perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau 
penilaian ulang. 

3. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menilai 
penyelenggaraan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar 
mahasiswa dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. 
Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender 
akademik. 

4. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan 
kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau 
penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik 
yang berlaku. 

5. Dosen dalam menyelenggarakan  kegiatan penilaian pendidikan atau 
kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup penilaian kemampuan 
dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

6. Ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen dalam menilai kegiatan 
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) 
metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) 
instrumen penilaian 

7. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang 
dipilih harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, (b) metode dan 
mekanisme penilaian yang mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya 
menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur 
pencapaian  kompetensi mahasiswa. 

8. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan standar 
kompetensi, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat 
menjawab tujuan penilaian (c) cek dan cek ulang terhadap ranah 
kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik,dan afektif), (d) 
penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan 
penilaian. 

9. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan 
standar kompetensi, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan 
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dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan 
instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman 
pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat 
mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen 
penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran 
yang ada. 

 
Pelaksanaan Penilaian 
1. Pelaksanaan  penilaian  harus dilakukan  sesuai dengan rencana 

pembelajaran 
2. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh: 

a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu 
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan  mahasiswa; dan/atau 
c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakanpemangkukepentinganyang  
d. Relevan. 

3. Penentuan nilai akhir memberikan bobot pada tugas-tugas mata kuliah 
minimal 20%. 

Pelaporan Penilaian 
1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 
a. Huruf A setara dengan angka 4  berkategori sangat baik; 
b. Huruf B setara dengan angka 2,75 – 3,00  berkategori baik; 
c. Huruf B + setara dengan angka 3,01 – 3,50 berkategori baik; 
d. Huruf C setara dengan angka 2,00 – 2,39  berkategori cukup; 
e. Huruf C + setara dengan angka 2,40 – 2,74 berkategori cukup; 
f. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategorikurang; atau 
g. Huruf E setara dengan angka  0 (nol) berkategori sangat kurang 

 
2. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara pada 

kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 
3. Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester harus dinya-

takan dengan indeks prestasi semester (IPS). 
5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 

harus dinyatakan dengan indeks Prestasi kumulatif (IPK). 
6. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 
yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah 
sks mata kuliah yang  diambil dalam satu semester 

7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang  dihitung  
dengan cara menjumlahkan  perkalian antara nilai huruf setiap mata 
kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi  dengan 
sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

Kelulusan Mahasiswa 
1. Mahasiswa program diploma dan profesi dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruhbeban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 
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pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol 
nol)  

2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana 
diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan 
kriteria: 
a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 

(IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma 
nol nol); 

b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi 
kumulatif  (IPK) 3,01(tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 
(tiga koma lima nol); atau 

c. predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 
lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 

3. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program  profesi 
diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan 
kriteria: 
a. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 

(IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan  3,50 (tiga  koma lima 
nol); 

b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
IPK 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh 
lima); atau predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh    lima). 

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 
a. ijazah, bagi lulusan program diploma,  
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 
c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan 

keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi  di luar 
program studinya; 

d. gelar; dan 
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. 
5. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan 

Kementerian,Kementerianlain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
dan/atau organisasi profesi. 

6. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh pergurua tinggi bekerjasama dengan 
organisasi  profesi,  lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang 
terakreditasi. 

7. Nilai/hasil belajar dari dosen ke bagian akademik dan mahasiswa 
maksimal satu minggu setelah penilaian. 

5.  Pihak yang 
Bertanggung 
jawab 

1. Direktur Poltekkes Denpasar 
2. Ketua Jurusan/ Prodi 
3. Sub Urusan Akademik 

6. Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Pimpinan PT menetapkan pemberlakuan Standar penilaian dan mencan- 
tumkannya pada Buku Panduan Akademik yang wajib dimiliki oleh setiap 
mahasiswa 

2. Pimpinan PT membangun komitmen civitas akademika dan mahasiswa 
untuk melaksanakan standar Penilaian secara konsekuen 

3. Pimpinan mensosialisasikan dan mendiskusikan standar penilaian 
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pembelajaran dalam suatu lokakarya atau pelatihan agar terbangun 
kesamaan pemahaman dan ketrampilan dalam memberikan penilaian 

4. Kajur atau bagian administrasi akademik mempersiapkan aspek teknis 
penilaian pembelajaran berupa formulir penilaian, system informasi, 
kemudahan akses dan keamanan data nilai 

5. Administrasi Akademik menetapkan KHS dan Transkrip mengacup ada 
standar 

6. KHS dicetak oleh operator SIAK masing-masing prodi dan diarsipakan 
oleh administrasi akademik 

7. UPM/Audit Internal melaksanakan monev dan Audit penilaian 
pembelajaran pada jadwal yang ditetapkan. 

8. Kajur/Prodi menindaklanjuti temuan Audit mengadopsi dan 
menyebarluaskan praktik baik penilaian.   

7. Indikator 
ketercapaian 
standar 

1. Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian 
pembelajaran  

2. Tingkat mengulang mata kuliah menurun 
3. Jumlah mata kuliah yang telah menetapkan nilai akhir mengikuti prinsip 

dan teknik maupun instrumen penilaian 
4. Pelaporan nilai akhir transparan dan tepat waktu 
5. IPK lulusan ≥3,00 = 100% 
6. Seluruh instrument penilaian mata kuliah memiliki blue print 
7. Semua mata kuliah memiliki bobot penilain tugas lebih dari 20% 

8. Dokumen 
terkait 

1. Peraturan Akademik yang antara lain mencantumkan prosedur dan 
penetapan kelulusan mahasiswa,  

2. Pedoman Sistem Informasi Akademik  
3. Formulir/borang monev/audit internal 
4. Arsip temuan dan tindak lanjut temuan 
5. Arsip Praktik baik penilaian pembelajaran 

9. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan 

Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan 
Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 



41 
 

Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Perguruan Tinggi 

11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1.  Visi, misi dan 
tujuan Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 

 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

Misi 
1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 

yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 
pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri  
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2. Definisi istilah 1. Standar Dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh 
seorang dosen untuk bisa mengajar di Poltekkes Denpasar. 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus 
sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekkes Denpasar. 

4. Dosen tidak tetap  adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang 
berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Poltekkes 
Denpasar. 

5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang 
mengabdi dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ 
Prodi di lingkungan Poltekkes Denpasar.  

6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang 
harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan 
pendidikan formal. 

7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. 

8. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 
diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 

9. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. 
10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 
memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi 
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standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. 

11. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh 
dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan meliputi 
kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social 
dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan 
profesi 

 
3. Rasional Standar  Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan 

tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia 
yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem 
tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan 
 

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Dosen minimal harus  memiliki kualifikasi akademik magister yang 
dibuktikan dengan  ijazah dan kompetensi  pendidik  yang dibuktikan 
oleh sertifikasi profesi dosen,  sehat  jasmani dan  rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka peme- 
nuhan capaian pembelajaran lulusan 

2. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkua- 
lifikasi akademik paling rendah lulusan magister  atau  magister terapan 
yang  relevan dengan  program  studi. 

3. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat meng- 
gunakan dosen bersertifikat profesi yang  relevan dengan program studi 
dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) 
KKNI 

4. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah 
lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program 
studi dan berpengalaman kerja paling  sedikit 2 (dua) tahun. 

5. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi 
yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja 
paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara 
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

6. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana 
dimaksud pada butir diatas dapat menggunakan dosen bersertifikat 
profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara 
dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 

7. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada 
butir diatas, jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada  butir 
diatas,  dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada 
butir (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasis- 
waan  melalui mekanisme rekognisi pembelajaran  lampau.  

8. Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan mengikuti aturan dari 
Poltekkes dan BPPSDMK. 

9. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar menjamin hak dosen dan 
tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang 
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pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan (e) 
kesempatan menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas 
pendidikan 

10. Pimpinan Poltekkes Denpasar berupaya memenuhi hak dosen dalam: 
(a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses 
sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan 
dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

11. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) 
menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, 
dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen professional untuk 
meningkatkan mutu pendidikan; (c) menjaga nama baik lembaga  

12. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya dosen mempunyai 
kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; (b) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif 
dalam pembelajaran, dan (c) menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai 
agama, dan etika 

 
Beban Kerja Dosen 
1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

a. kegiatan pokok dosen mencakup: 
1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

Pembelajaran; 
a) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 
b) pembimbingan dan pelatihan; 
c) penelitian; dan 
d) pengabdian kepada masyarakat; 

2) kegiatan penunjang/ tambahan 
 
2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana 

dinyatakan pada butir(12) huruf a harus disesuaikan dengan besarnya 
beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 
(mengacu pada pedoman BKD/LKD).  

3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian 
terstuktur dalam rangka penyusunan  skripsi/tugas akhir atau bentuk 
lain  yang  setara,   paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

4. Beban kerja dosen harus mengacu pada nisbah (perbandingan) 
       dosen dan mahasiswa 
5.   Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (14) 

diatur dalam Peraturan Menteri. 
6. Dosen wajib melakukan penelitian dan menyebarluaskan melalui 

seminar, publikasikasi dan atau penulisan buku ajar. 
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7.  Dosen  (Lektor Kepala) wajib mempublikasikan hasil penelitiannya 
pada jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi 
minimal dalam kurun waktu 3 tahun. 

 

DOSEN  POLTEKKES DENPASAR 
1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 

Poltekkes Denpasar  dan tidak  menjadi pegawai tetap pada satuan 
kerja atau satuan pendidikan lain. 

3. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar menjamin hak dosen dan 
tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang 
pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan pres-
tasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam  
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan (e) 
kesempatan menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas 
pendidikan 

4. Pimpinan Poltekkes Denpasar berupaya memenuhi hak dosen dalam: 
(a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses 
sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan 
dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Jumlah dosen tetap pada Prodi Poltekkes Denpasar harus paling 
sedikit 60%  (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 

6. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk 
menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi harus 
paling sedikit 6 (enam) orang. 

7. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada butir  di atas  wajib memiliki 
keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi.   

8. Politeknik Kesehatan Denpasar mengupayakan, Jurusan/Prodi mene- 
tapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-
banyaknya 16 sks 

 

Tenaga Kependidikan 
1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan 
ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 

2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada butir di atas dapat 
dikecualikan bagi tenaga administrasi. 

3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada butir di atas  harus 
memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

4. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib 
memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas 
dan  keahliannya. 

5. Standar beban tenaga kependidikan disesuaikan dengan aturan 
kepegawaian. 
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6. Politeknik Kesehatan Denpasar, Jurusan/Program Studi menetapkan 
dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi 
akademik, kompetensi, dan sertifikat kompetensi. 

 

5. Pihak yang ber- 
    tanggung jawab  

Pimpinan Poltekkes Denpasar 

6. Strategi 
pelaksanaan 
Standar 

1. Untuk mencapai Visi Poltekkes Denpasar,  harus memiliki analisis 
kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan RIP) 

2. Poltekkes Denpasar  menyusun  manual pelaksanaan standar Dosen & 
Tenaga Kependidikan 

3. Poltekkes  mensosialisasikan manual pelaksanaan dan melengkapi 
dengan formulir2 rekaman yang diperlukan 

4. PT memiliki sistim informasi ketenagaan (on line) yang memudahkan 
perekaman kinerja SDM- PT untuk tujuan renumerasi, perkembangan 
karier, dan studi lanjut. 

5. PT menyelenggarakan Monev dan Audit Internal Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan 

6. Poltekkes melaksanakan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan mutu 
layanan. 

7. Indikator 
Ketercapaian 
Standar 

1.  Ratio dosen : mahasiswa  
2. Jumlah dan kesesuaian bidang studi dosen dengan Prodi  
3. Jumlah dosen yang bersertifikat dan berkualifikasi magister dan doktor 
4. Jumlah dan topik karya ilmiah dosen 
5. Jumlah dan topik pengabmas dosen 
6. Pemenuhan persyaratan BKD Dosen dan Kependidikan 
7. Tindak lanjut temuan standar Dosen dan Kependidikan 
(mengikuti peraturan UU yang berlaku).  
 

8. Dokumen terkait 1. SOP Pengusulan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tubel 
2. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan Ibel 
3. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen 
4. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan 
5. SOP Penyusunan Beban Kerja Dosen 
6. SOP Pengusulan Sertifikasi Dosen 
7. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 
Standar Turunan 1. Standar Profesionalisme Dosen 

2. Standar Kinerja Terbaik Dosen 
3. Standar Manajemen Dosen 
4. Standar Jumlah, Kualifikasi Tenaga Kependidikan  
5. Standar Pengalaman dan Pengembangan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
6. Standar Administrasi Dosen dan Tenaga kependidikan 
7. Standar Perekrutan Dosen dan tenaga Kependidikan 
8. Standar Masa Percobaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 
9. Standar Penilaian Prestasi Kerja 
10. Standar Mutasi, Promosi dan Denosi 
11. Standar waktu kerja 
12. Standar Kerja Lembur dan Cuti 
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13. Standar Penghasilan dan Penghargaan 
14. Standar Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan 
15. Standar Pengembangan dan Pembinaan. 

 
9. Landasan 

Hukum 
1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, 
II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan 
Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 

11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1. Visi, misi 

dan Tujuan 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

 
Misi 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 
yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 
pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri  
 
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2. Definisi 
Istilah 

 

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, 
tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta 
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/ media 
dalam mencapai maksud atau tujuan.   

3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan 
agar tujuan pendidikan tercapai. 

 
3. Rasional 

Standar 

 
Standar sarana   dan   prasarana   pembelajaran   merupakan        kriteria   mi
nimal tentang   sarana   dan   prasarana   sesuai                
dengan   kebutuhan   isi   dan   proses pembelajaran dalam  
rangka pemenuhan capaian pembelajaran  lulusan, yang meliputi: 
sarana: 
a. perabot;  
b. peralatan pendidikan;  
c. media pendidikan;  
d. buku, buku elektronik, dan repositori;  
e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;  
f. instrumentasi eksperimen;  
g. sarana olahraga;  
h. sarana berkesenian;  
i. sarana fasilitas umum;  
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j. bahan habis pakai; dan  
k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan  

 
Prasarana: 
a. lahan;  
b. ruang kelas;  
c. perpustakaan;  
d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  
e. tempat berolahraga;  
f. ruang untuk berkesenian;  
g. ruang unit kegiatan mahasiswa;  
h. ruang pimpinan perguruan tinggi;  
i. ruang dosen;  
j. ruang tata usaha; dan  
k. fasilitas umum.  

 
 

4. Pernyataan 
Isi Standar 

 
1. Standar sarana 

a. Sarana pembelajaran harus dilengkapi dengan perabot pembelajaran  
b. Sarana pendidikan harus dilengkapi dengan peralatan pendidikan 

seperti meja, kursi dosen, pengeras suara, kursi mahasiswa 
c. sarana pendidikan harsu dilengkapi dengan media pendidikan yaitu 

papan tulis, peralatan multimedia, spidol papan tulis  
d. saarana pendidikan harus dilengkapi dengan buku, buku elektronik, 

dan repositori yang rasionya 1:10 mahasiswa  
e. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana teknologi informasi 

dan komunikasi seperti WIFI, telephone  
f. Sarana pendidikan harus dilengkapi dengan instrumentasi eksperimen 

yang rasionya 1: 10 mahasiswa 
g. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan minimal satu sarana 

olahraga 
h. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana berkesenian seperti 

gong, pakaian tari, dan alat musik 
i. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana fasilitas umum 

seperti jalan, air, listrik, dan pangkalan data 
j. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan bahan habis pakai yang 

rasionya 1:10 mahasiswa  
k. sarana pendidikan harus dilengkaai dengan sarana pemeliharaan, 

keselamatan, dan keamanan  
 
2. Standar Prasarana: 

a. prasrana pendidikan harus memiliki lahan yang berada dalam 
lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang 
proses pembelajaran  

b. prasarana pendidikan harus memiliki bangunan yang memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, 
serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan 
instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 

c. ruang kuliah harus paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi 
per mahasiswa yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 
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b. Poltekkes Denpasar harus memiliki ruang perpustakaan paling sedikit 
200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus 
dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa yang 
dilengkapi dnegan pendingin ruangan 

c. Poltekkes Denpasar harus memilki ruang laboratorium, komputer, dan 
sarana praktikum yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 

d. Poltekkes Denpasar harus memiliki minimal satu tempat berolahraga 
e. Poltekkes Denpasar harus memiliki minimal satu ruang untuk 

berkesenian;  
f. Poltekkes Denpasar harus memiliki satu ruang unit kegiatan 

mahasiswa yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 
g. ruang pimpinan harus memiliki ruangan yang terpisah dengan ruang 

dosen tetap dan dilengkapi dengan pendingin ruangan  
h. ruang dosen tetap harus paling sedikit 4 (empat) meter persegi per 

orang dilengkapi dengan pendingin ruangan 
i. ruang administrasi dan kantor harus paling sedikit 4 (empat) meter 

persegi per orang dilengkapi dengan pendingin ruangan 
j. Poltekkes Denpasar harus memiliki fasilitas umum yaitu jalan yang 

diaspal, tempat parkir yang rapi, tempat sembahyang, kantin dan 
taman yang memadai  

k. Poltekkes Denpasar harus menyediakan ruangan khusus untuk UPM 
dan Unit Penelitian serta Unit Pengabdian kepada Masyarakat 

 
5. Pihak yang 

bertanggung 
jawab 

Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

6. Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pemberlakuan Standar 
Sarana dan Prasarana 

2. Pimpinan Poltekkes Denpasar membangun komitmen bersama untuk 
melaksanakan standar sarana dan prasarana secara konsekuen 

3. Pimpinan mensosialisasikan dan mendiskusikan standar sarana dan 
prsarana 

4. Bagian umum mempersiapkan aspek teknis dalam mempersiapkan 
sarana dan prasarana 

5. Bagian umum menganalisis kebutuhan sarana prasarana di masing-
masing jurusan 

6. Bagaian umum menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan sarana dan 
prasarana masing-masing jurusan 

7. UPM/Audit Internal melaksanakan monev dan Audit sarana dan 
prasarana pembelajaran pada jadual yang ditetapkan. 

8. Kajur/Prodi menindaklanjuti temuan Audit  untuk perbaikan sarana dan 
prasarana   

7. Indikator 
ketercapaian 
standar 

1. Sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi 80 persen pada tingkat 
jurusan  

2. Sarana dan prasarana 80 persen dapat memenuhi kebutuhan 
pembelajaran 

3. Sarana dan prasarana 80 persen dapat dipergunakan dengan baik   
8. Dokumen 

terkait 
1. Formulir amprahan barang (sarana dan prasarana) 
2. Formulir/borang monev/audit internal 
3. Arsip temuan dan tindak lanjut temuan 
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4. Standar Bangunan Gedung 
5. Standar Sarana Prasarana Umum 
6. Standar Alat Bantu Bahan Mengajar / ABBM 
7. Standar Sumber Belajar 
8. Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

9. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 

11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1. Visi, misi dan 
Tujuan 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 
profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada 
tahun 2030. 
 

Misi 
1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 

yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 
pariwisata   

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri  
 
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2. Definisi Istilah 
 

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 

2. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada Poltekkes 
Denpasar agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pendidikan  

3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai 
sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan 
menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes 
Denpasar. 

4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan 
Poltekkes Denpasar. 

5. Jurusan adalah unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah 
tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau 
vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi dan atau kesenian tertentu. 

6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 
penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. program studi 
ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar maha-
siswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/ keterampilan 
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 
3. Rasional 

Standar 

1. Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi 
pengelola beserta jajarannya dalam mengelola Poltekkes Denpasar.  

2. Adanya standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di institusi sehingga 
dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat maupun 
tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.  
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3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Denpasar 
selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka 
pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. 

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Standar pengelolaan pembelajaran  harus mengacu pada standar 
kompetensi lulusan, standar pembelajaran, standar proses pembelajaran, 
pembelajaran,  standar  proses  pembelajaran,  standar dosen dan tenaga 
kependidikan,  serta  standar  sarana dan prasarana pembelajaran. 

2. Program studi wajib : 
a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana  
b. pembelajaran dalam setiap mata kuliah.; 
c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar 

proses, standar penilaian yang telah  
d. ditetapkan dalam rangka mencapai capaian  
e. pembelajaran lulusan; 
f. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik; 
g. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 
melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai 
sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan 
dan pengembangan mutu pembelajaran; 

3. Perguruan tinggi wajib: 
a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan 

pembelajaran  yang  dapat  diakses  oleh  sivitas  akademika  dan  pe-
mangku kepentingan, serta  dapat  dijadikan  pedoman bagi prodi 
dalam melaksanakan program pembelajaran; 

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program 
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 
sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 
penjaminan mutu, dan pengembangan  

f. kegiatan pembelajaran dan dosen; 
g. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggara-

kan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi  

4. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan  
lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan membuat dan 
memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara 
tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait  

5. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan 
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lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menerapkan 
otonomi dalam pengelolaan Prodi dalam batas batas yang diatur dalam 
ketentuan perundangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan 
mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, 
keuangan, dan areal fungsional lainnya yang diatur Poltekkes Denpasar 

6. Poltekkes Denpasar menetapkan pedoman yang mengatur tentang:  
a. Kurikulum, silabus, RPP dan kontrak perkuliahan 
b. Kalender akademik yang dirinci selama setahun 
c. Struktur organisasi 
d. Pembagian tugas dosen 
e. Pembagian tugas tenaga kependidikan 
f. Peraturan akademik 
g. Tata tertib jurusan yang minimal meliputi: tatatertib pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Prodi 
dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat 

i. Biaya operasional satuan pendidikan 
7. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengelola Poltekkes atas dasar rencana 

kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja 
jangka menengah yang meliputi masa 4 (empat) tahun. 

8. Direktur Poltekkes Denpasar mempertanggungjawabkan pengelolaan 
pendidikan kepada Senat Poltekkes Denpasar pada rapat 
pertanggungjawaban.  

9. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pelaksanaan Audit Mutu 
Internal meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak 
lanjut hasil audit. 

10. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan struktur organisasi, 
wewenang dan tanggungjawab dan ketersediaan anggaran untuk 
pengembangan pendidikan.  Organisasi didukung oleh tenaga 
kependidikan dengan standar mutu yang memadai untuk 
menyelenggarakan administrasi secara optimal.  Struktur 
penyelenggaraan dan administrasi tersebut merefleksikan perwakilan 
dari dosen dan tenaga kependidikan 

11. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan unit yang berwenang untuk 
mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika 
Poltekkes Denpasar 

12. Pimpinan Poltekkes Denpasar mampu memerankan kepemimpinan 
akademik (Academic Leadership) 

13. Kepemimpinan akademik dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk 
mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes 

14. Dosen dan tenaga kependidikan  diberi kesempatan dan fasilitas untuk 
melakukan aktifitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai 
dengan kebutuhan – kebutuhan yang ada 

15. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pemberian reward dan 
punishment.  

16. Poltekkes Denpasar memiliki program pengendalian mutu untuk 
administrasi pendidikan  

17. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pelaksanaaan penjaminan 
mutu seharusnya dimasukkan ke dalam struktur Poltekkes Denpasar 
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18. Pimpinan Poltekkes Denpasar memberikan wewenang kepada Program 
studi untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan 
masing – masing 

19. Pimpinan tenaga kependidikan khususnya kabag dan kasubag mampu 
merefleksikan keahlian dalam pengelolaan adamistrasi kependidikan 

20. Pimpinan Poltekkes Denpasar menawarkan jasa pelayanan konsultasi 
kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan organisasi 
non pemerintah 

21. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengupayakan kerjasama dalam rangka 
peningkatan kompetensi peserta didik baik dengan pemerintah maupun 
non pemerintah, nasional dan internasional 

22. Pimpinan Poltekkes Denpasar memperluas area layanan agar dapat 
memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar 
tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada 
masyarakat 

23. Pimpinan Poltekkes Denpasar membantu mencarikan informasi 
pekerjaan bagi lulusan dan meyakinkan kepada pemangku kepentingan 
tentang kompetensinya 

24. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengevaluasi kinerja dosen  secara 
periodik berdasarkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Evaluasi 
Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) 

25. Pimpinan Poltekkes Denpasar beserta jajarannya  harus menjamin 
sistem pengelolaan fungsional dan operasional Prodi (mencakup 
perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, auditoran, 
pengarahan, dan penganggaran) dilaksanakan secara efektif dan 
dilakukan sesuai dengan SOP, yang didukung oleh dokumen yang 
lengkap (Renstra, Renop, Rencana Pengembangan dan SOP) 

5. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

1. Direktur Poltekkes Denpasar beserta Pembantu Direktur I 
2. Ka Sub Bag ADAK  
3. Ketua Jurusan/ Program Studi 
4. Pelaksana teknis akademik  Program Studi 

6. Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

 

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan 
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 

2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi 
seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan 

3. Melaksanakan pengelolaan pembelajaran Program Studi di lingkungan 
Politeknik Kesehatan Denpasar   sesuai dengan standar dan manual 
pelaksanaan 

4. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang 
meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan Politeknik 
Kesehatan Denpasar dalam pengelolaan pembelajaran 

 

7. Indikator 
Ketercapaian 
Standar 

 

1. Tersedianya kurikulum program studi yang sesuai dengan standar 
kompetensi 

2. Terlaksananya peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali 
3. Tersedianya RPS setiap mata kuliah 
4. Tersedianya bahan ajar dan modul setiap mata kuliah 
5. Tersedianya kebijakan suasana akademik 
6. Tersedianya panduan akademik yang berisi perencanaan pelaksanaan, 
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sampai dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran 
7. Tersedianya laporan kinerja program studi dalam hal penyelenggaraan 

pembelajaran setiap semester 
 

1. Standar 
Turunan  

1. Standar penyusunan kurikulum 
2. Standar peninjauan kurikulum 
3. Standar penyusunan RPS 
4. Standar penyusunan bahan ajar 
5. Standar penyusunan modul 
6. Standar pelaksanaan proses pembelajaran 
7. Standar monitoring pembelajaran 
8. Standar sistem pembimbingan akademik 
9. Standar tugas akhir 
10. Standar upaya perbaikan pembelajaran 
11. Standar peningkatan suasana akademik 
12. Standar pembekalan etika profesi 
13. Standar keselamatan kerja 
14. Standar struktur organisasi 
15. Standar pembagian tugas dosen 
16. Standar pembagian tugas tenaga kependidikan 
17. Standar tatatertib jurusan yang minimal meliputi: tatatertib pendidik, 

tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 

18. Standar kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan 
Prodi dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat 

19. Standar biaya operasional satuan pendidikan 
20. Standar buku teks yang yang dipakai pada masing masing mata kuliah 
21. Standar penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
22. Standar pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis 

pakai 
23. Standar Program Peningkatan Mutu Dosen dan kependidikan  
24. Standar  rapat dosen dan rapat Senat  
25. Standar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa 

kerja satu tahun 
26. Standar penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Poltekkes untuk 

satu tahun terakhir. 
27. Standar Rencana Kerja Tahunan. 
28. Standar Tata Pamong (Ortala) 
29.   Standar Supervisi Penjaminan Mutu 

 
2. Dokumen 

Terkait  
1. SOP penyusunan kurikulum 
2. SOP peninjauan kurikulum 
3. SOP penyusunan RPS 
4. SOP penyusunan bahan ajar 
5. SOP penyusunan modul 
6. SOP pelaksanaan proses pembelajaran 
7. SOP monitoring pembelajaran 
8. SOP sistem pembimbingan akademik 
9. SOP tugas akhir 
10. SOP upaya perbaikan pembelajaran 
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11. SOP peningkatan suasana akademik 
12. SOP pembekalan etika profesi 
13. SOP keselamatan kerja 

14. SOP Pembagian Tugas Dosen 
15. SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan 
16. SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
17. SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai 
18. SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan  
19. SOP  Rapat Dosen dan Rapat Senat  
20. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk 

masa kerja satu tahun 
21. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Poltekkes untuk satu 

tahun terakhir. 
22. SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan. 
23. SOP Penyusunan  Supervisi Penjaminan Mutu 

3. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 

11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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1. Visi Misi 
dan tujuan 
PT 

Visi  
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu 
internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 
pariwisata pada tahun 2030. 

 
Misi 
1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan pariwisata   
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di 

luar negeri  
 
Tujuan 
1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasional yang berkualitas dan 

bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di 

bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 
3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 
 

2. Definisi 
Istilah 

 

1. Standar pembiayaan  pembelajaran  merupakan kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi    
dan  biaya  operasional  yang  disusun  
dalam rangka      pemenuhan capaian pembelajaran lulusan   

2. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya 
biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.  

3. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan 
yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan 
agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar 
Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan  

4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan 
Poltekkes Denpasar. 

 
3. Rasional 

Standar 
1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 
melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang 
kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga 
kependidikan.  Agar pengelolaan pembiayaan di Poltekkes dapat 
berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan.  

2. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltekkes Denpasar 
menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok 
ukur bagi pimpinan Poltekkes, ketua jurusan, ketua program studi, dan 
unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 
Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  
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3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Denpasar 
selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam 
rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu 
berkelanjutan. 

 
4. Pernyataan 

Isi Standar 

 
1. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan 

bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.  

2. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan 
bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan 
kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 
kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya 
operasional tidak langsung.  

3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ditetapkan per 
mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional 
pendidikan tinggi.  

4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi 
negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan:  
a. jenis program studi;  
b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan  
c. indeks kemahalan wilayah;  

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud 
menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana 
anggaran  pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan 
menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.  

6. Perguruan tinggi wajib:  
a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sampai pada satuan program studi;  

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai 
bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan 
perguruan tinggi yang bersangkutan; dan  

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya 
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.  

7. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi 
wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai 
sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.  

8. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:  
a. hibah;  
b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;  
c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau  
d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.  

9.   Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan 
prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan 
transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.  

10. Dana pembiayaan Poltekkes Denpasar bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik Rupiah Murni (RM) maupun 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
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11. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sumber dana Poltekkes 

berasal dari rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
12. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sistim alokasi anggaran 

harus berbasis kinerja dan mengacu kepada peraturan yang berlaku. 
13. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan kebijakan anggaran berbasis 

kompetisi  dialokasikan dalam rangka meningkatkan mutu. 
14. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan anggaran minimum 

ditentukan sesuai batas kebutuhan dan kewajaran. 
15. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan sistem pertanggungjawaban 

keuangan auditabel dan akuntabel 
16. Pimpinan Poltekkes menetapkan laporan pertanggungjawaban 

keuangan Poltekkes disampaikan secara berjenjang sesuai dengan 
peraturan berlaku 

17. Pimpinan Poltekkes menetapkan satuan biaya penyelenggaraan 
pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang 
berlaku. 

18. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, 
perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan 
dana ditetapkan oleh Pimpinan Poltekkes 

19. Pembiayaan pendidikan Poltekkes Denpasar terdiri atas biaya investasi, 
biaya operasi dan biaya personal ditetapkan oleh Pimpinan Poltekkes 

20. Biaya investasi Poltekkes Denpasar antara lain meliputi penyediaan 
sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap  

21. Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur 
berkelanjutan  

22. Biaya operasi meliputi:   
a. gaji dosen dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang 

melekat pada gaji,  
b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan  
c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll  

23. Standar biaya operasional Poltekkes Denpasar  ditentukan oleh 
Peraturan Menteri 

24. Biaya Investasi 
a. Sumber dana investasi harus berasal dari berbagai sumber yang sah 

dan tidak mengikat. 
b. Sistem alokasi anggaran harus berbasis kinerja dan mengacu kepada 

peraturan yang berlaku. 
c. Anggaran berbasis kompetisi seharusnya dialokasikan dalam rangka 

meningkatkan mutu. 
d. Kebijakan biaya investasi harus dituangkan dalam surat keputusan 
e. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus akuntabel dan 

dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran 
25. Biaya Operasional 

a. Biaya operasional terdiri dari rupiah murni dan PNBP 
b. Pencairan rupiah murni dan PNBP harus mengacu pada pedoman 

pengelolaan keuangan yang berlaku 
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c. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus akuntabel dan harus 
dilaporkan setiap selesai kegiatan 

26. Biaya Personal Mahasiswa 
a. Biaya personal mahasiswaa harus terdiri atas biaya pendidikan dan 

biaya kegiatan kemahasiswaan, 
b. Satuan biaya pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku 
c. Pencairan biaya pendidikan harus diajukan oleh penanggungjawab 

kegiatan 
d. Sistem pertanggungjawaban keuangan biaya personal mahasiswa 

harus akuntabel dan harus dilaporkan setiap akhir kegiatan 
27. Pimpinan Poltekkes melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh 

jurusan/unit/urusan yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan 
pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang 
ada. 

28. Pimpinan Poltekkes secara periodik dan berkelanjutan melakukan 
fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 

29. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah 
efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 

30. Proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana 
Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), RKAKL, POK (Pedoman Operasional Kegiatan), RPK 
(Rencana Pelaksanaan Kegiatan), Rencana penarikan anggaran (RPA), 
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

31. Direktur mengusulkan biaya investasi pendidikan tinggi 
untuk  pengadaan  sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan  
tenaga  kependidikan  setiap tahun 

32. Direktur mengusulkan biaya operasional pendidikan tinggi  yang 
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan setiap tahun 

33. Direktur menetapkan dan mengusulkan biaya operasional pendidikan 
tinggi  per mahasiswa  per  tahun  yang  disebut PNBP yang bersumber 
dari mahasiswa sesuai dengan PP no 21 tahun 2013 yang berlaku di 
lingkungan Kementerian Kesehatan 

34. Besaran target PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 4 menjadi dasar 
Poltekkes untuk menyusun Rencana Kegiatan dan ANggaran 
Kementerian Lembaga (RKA_KL) setiap tahun. 

35. RKA-KL di tingkat Poltekkes akan di review oleh Badan PPSDM dan 
menjadi usulan RKA-KL tingkat eselon 1 

36. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di laporkan 
dalam e-monev DJA dan e-monev Bappenas 

5. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

6. Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan 
pelaksanaan standar pembiayaan 

2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi 
seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan 

3. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang 
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meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan  
Poltekkes Denpasar dalam pembiayaan 

7. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

1. Civitas akademika Poltekkes dapat mengakses laporan pengelolaan 
keuangan Poltekkes secara transparan dan akuntabel  

2. Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan Poltekkes sesuai 
dengan peraturan yang  berlaku 

3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa 
per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku  

4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa 
5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat 
 

8. Dokumen 
Terkait 

1. Manual Prosedur perencanaan pembiayaan 
2. SOP Perencanaan pembiayaan 
3. Manual Prosedur Pelaksanaan pembiayaan 
4. SOP Pelaksanaan pembiayaan 
5. Manual Prosedur Pengawasan pembiayaan 
6. SOP Pengawasan pembiayaan 
7. Peraturan Pemerintah tentang Keuangan 
8. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan 

9. Standar 
Turunan 

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu 
yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya 
 

10. Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
6. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 
7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, 
IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal Perguruan Tinggi 
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11. Permenkes No: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

12. Statuta Politeknik Kesehatan Denpasar 
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Kesehatan Denpasar 
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